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ABSTRAK 

Penyadapan  merupakan tindakan yang bersinggungan dengan rights of privacy, 

namun rights of privacy  termasuk golongan derogable rights yaitu hak yang 

dapat dikurangi. Pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan 

dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 

Selain itu aturan terkait penyadapan yang tersebar diberbagi undang-undang 

belum memberi batasan kewenangan dalam melakukan penyadapan. 

Permasalahan  dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah 

kedudukan hasil penyadapan pada perkara tindak pidana korupsi? 2. 

Bagaimanakah penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada 

perkara tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hasil penyadapan pada 

perkara korupsi dan untuk mengetahui penyadapan yang dilakukan pada tindak 

pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian 

yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil 

penelitian memperlihatkan bahwa 1. kedudukan hasil penyadapan pada perkara 

korupsi terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait teknis dan 

mekanisme dalam melakukan penyadapan terdapat pada undang-undang Didalam 

pasal 12 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, Peratutan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata 

Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan Undang-Undang  Nomor 36 Tentang Telekomonikasi. 2. Penyadapan yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah 

tindakan yang bersinggungan dengan pelanggaran hak sasi manusia. Hanya saja, 

karena penyadapan itu tergolong dalam perspektif hak asasi manusia sebagai hak 

yang dapat dikurangi (derogbable right). Maka sepanjang ditetapkan dengan 

undang-undang tindakan penyadapan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan 

menurut hukum 

 

 


